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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan 

khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan 

berbagai jenis barang/atau jasa yang dapat dikonsumsi.

Dampak globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan 

teknologi dan informasi telah memperluas gerak arus barang dan/jasa melintas batas- 

batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi baik

yang berasal dari luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi

konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang-barang dan/jasa yang diingini

dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih jenis dan 

kualitas barang dan/jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Akan tetapi di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut akan berdampak 

terhadap kedudukan pelaku usaha (produsen) dan konsumen menjadi tidak seimbang 

dan pihak konsumen berada pada posisi lemah. Tragisnya konsumen menjadi obyek 

kegiatan bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha 

melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian kontrak yang 

merugikan pihak konsumen.

1
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Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama pembangunan jangka 

panjang pertama, tetapi masih banyak tantangan dan persoalan, khususnya dalam 

pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya 

kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan fenomena persaingan 

usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan lawan usaha maupun konsumen.

Menurut Munir Fuady, bahwa masalah perlindungan konsumen ini 

merupakan masalah lama dengan pendekatan baru. Di Amerika Serikat sendiri 

masalah perlindungan konsumen baru berkembang sejak tahun enam puluhan. Seperti 

halnya di Indonesia, para pengamat menyatakan bahwa dalam suasana kebaruan 

tersebut, Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara tetangga lainnya, seperti 

Malaysia dan Singapura.1

Kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun peraturan 

perundang-undangan telah mulai dibentuk, tetapi masih saja belum dapat menjangkau 

inti permasalahan. Kasus-kasus pun bermunculan, korban-korban berjatuhan tanpa 

kontrol yang berarti dari aspek yuridis. Nampaknya para konsumen Indonesia dewasa 

ini benar-benar merupakan golongan yang patut dikasihi (Miserabilis persona).

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen sebagai piranti hukum yang tujuannya adalah untuk 

melindungi hak dan kepentingan konsumen terhadap pelaku usaha. Seperti diketahui

Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua. PT. Citra Aditya Bakti Jakarta 
1994, hal. 183.



3

bahwa kedudukan antara konsumen dan produsen tidak seimbang, di mana

kedudukan konsumen dalam posisi yang lemah.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini bertujuan untuk 

menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen 

sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, dan untuk 

mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal 

yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan 

dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.

Sebagai upaya menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau

jasa dari aktivitas perdagangan pelaku usaha, maka UUPK terutama dalam Pasal 8

yang mengatur segala peraturan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu sebagai 

berikut :2

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau
jasa yang:
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. tidak sesuai dengan berat, isi berat, atau neto dan jumlah dalam hitungan 

sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etikel barang tersebut;
c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah hitungan menurut 

ukuran yang sebenarnya,

2Ahmadi Mim dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen. PT. Raja Grafindo Persada 
Jakarta, 2004, hal. 63-65.
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d. tidak sesuai dengan kondisi, jamninan, keistimewaan, atau kemanjuran 
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau 
jasa tersebut,

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, 
mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau 
keterangan barang/jasa tersebut,

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, 
iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut,

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu 
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut,

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 
“halal” yang dicantumkan dalam label,

i. tidak memasang label atau penjelasan barang yang memuat nama barang, 
ukuran, berat/isi atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat 
samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta, keterangan lain untuk 
penggunaan yang menurut ketentuan yang dipasang/dibuat,

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam 
bahasa Indoensia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, 
dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang 
dimaksud.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, 
cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara 
lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang 
memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menarik dari 
peredaran.

Dengan demikian pelaku usaha harus mematuhi dan memenuhi kewajibannya 

yang sudah ditetapkan. Apabila pelaku usaha (produsen) itu melanggar, maka pelaku 

usaha (produsen) dapat dituntut atau dimintai pertanggungjawabannya baik 

pidana maupun secara perdata tetapi dalam penulisan skripsi ini penulis hanya akan 

membahas pertanggung jawab para pelaku usaha yang melanggar kewajibannya 

sesuai dengan Pasal 8 UUPK dalam kajian hukum pidana saja.

secara
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Sedangkan pengertian tindak pidana perlindungan konsumen itu sendiri secara

jelas telah tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu :3

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a,b, c, e dan ayat (2) serta Pasal 18 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda 
paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).”

Hal ini yang dapat diketahui dari ketentuan in bahwa sanksi pidana yang

dikenal dalam UUPK ada 2 (dua) tingkatan, yaitu sanksi pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar

rupiah) dan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling

banyak sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sanksi pidana yang berupa denda sebagaimana tersebut di atas, dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam jenis hukuman pokok

sebagaimana tertera dalam Pasal 10 KUHP yang menentukan :

a. Hukuman-hukuman pokok ialah :
1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda

b. Hukuman-Hukuman tambahan ialah :
1. Pencabutan berupa hal tertentu
2. Perampasan barang tertentu
3. Pengumunan keputusan Hakim

Walaupun Indonesia telah memiliki UUPK namun di sana-sini masih sering 

terjadi pelanggaran baik dalam kecurangan maupun penipuan terhadap pembeli atau 

pemakai barang dan jasa, misalnya kasus penulisan label yang tidak sesuai dengan isi

3 Ibid, hal. 288.
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yang terkandung di dalamnya, produk barang asli tapi palsu (aspal) yang sering 

mengelabuhi masyarakat, serta informasi terhadap promosi yang sering mengelabuhi 

dan menyesatkan konsumen.

Seperti yang penulis temukan di lapangan (observasi), di mana pihak 

penjual barang dalam mempromosikan dan menawarkan barang dagangnya 

khususnya dalam penulisan skripsi ini adalah berupa barang elektronik yaitu 

hand phone (telepon genggam), sering terjadi salah penafsiran antara pihak konsumen 

dengan pihak dealer ponsel seperti halnya; barang yang dibeli konsumen dikatakan 

penjual asli produk merek tertentu (NOKIA) tetapi setelah diperiksa secara teliti 

barang handphone tersebut adalah tidak asli yaitu merek di dalam mesin handphone

tersebut telah diubah.

Kasus lainnya juga sering terjadi di mana nomor seri ponsel yang tertera di

mesin hand phone tidak sama dengan nomor seri handphone yang tertera di kotaknya

sebagai tanda bahwa barang itu asli, demikiann juga dengann penunjukkan garansi 

yang sering membingungkan konsumen apakah garansi resmi pemilik merek/produk 

atau balikan hanya garansi tempat kita semula membeli (garansi toko) serta konsumen 

pun kadang selalu dikenakan biaya tambahan perbaikan walaupun ponselnya itu 

masih dalam tanggung jawab garansi yang diberikan saat membeli.

Permasalahan yang juga sering timbul apabila konsumen membeli 

kredit yaitu antara Leasing dengan konsumen yaitu pihak Leasing selalu bertindak 

secara sewenang-wenang seperti melakukan perampasan barang apabila terlambat 

membayar kreditnya, sedangkan hal ini sangat bertentangan dengan UUPK.

secara
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Sementara itu dalam penjelasan UUPK disebutkan bahwa faktor utama yang 

menjadi kelemahan konsumen dalam tingkat kesadaran akan haknya, hal ini terutama 

disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum dan pendidikan konsumen itu sendiri.

Adapun di sini penulis mengartikan Leasing itu sendiri sebagai perusahaan 

yang berbentuk badan hukum yang berkedudukan di wilayah hukum negara Republik 

Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan pasokan berbagai jenis produk tanpa 

batas baik barang maupun jasa dalam kegiatan jual beli, sewa-menyewa, sewa beli4

Sedangkan dealer itu sendiri sebagai perusahaan yang berbentuk badan 

hukum yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan 

berbagai kegiatan jual beli suatu produk tertentu.5

Jadi dengan demikian jika kita telaah masyarakat Indonesia masih kurang

kesadarannya serta tanggung jawab pelaku usahanya (produsen) di dalam 

menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta melanggar etika bisnis. Hal 

demikian apabila tidak ditanggulangi sudah tentu akan selalu merugikan para

konsumen.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk 

membahas suatu penelitian dengan berjudul “Kajian Tindak Pidana Perlindungan

4Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis : Anti Monopoli. PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2000, hal. 42 
5 Ibid, hal. 27
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Konsumen dalam Pejanjian Jual Beli Ponsel Antara Leasing dengan 

Dealer Ponsel (Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Terhadap Perjanjian Jual Beli Ponsel (Hand Phone) antara Leasing Dengan 

Dealer Ponsel (Hand Phone) ?

2. Bagaimanakah Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Produsen) 

Terhadap Konsumennya ?

C. Tujuan Penelitian

Dan untuk diketahui secara umum, setiap penulisan mempunyai tujuan

yang ingin dicapai, untuk mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan

teoritis yang diperoleh selama studi.

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi adalah :

1. Mengetahui Pelaksanaan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Terhadap Perjanjian Jual Beli Ponsel (Hand Phone) antara Leasing Dengan

Dealer Ponsel (Hand Phone).

2. Mengetahui Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Produsen) 

Terhadap Konsumennya.

D. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis 

empiris yaitu dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari
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penelitian lapangan, dan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan data-data 

pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan Skripsi.

1. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data yang digunakan adalah data kualitatif, yang bersumberkan pada :

(1) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi

dokumen.

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang berupa :

a. Bahan hukum primer yang memberikan penjelasan yang mengikat

seperti UU.

b. Bahan Hukum sekunder yang memberikan penjelasan pada bahan

hukum primer.

c. Bahan hukum tertier yang memberikan penjelasan pada bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder.

(2) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, di mana 

pengambilan data primer ini dilakukan dengan cara meminta 

keterangan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.6

lambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Cet. 2, hal. 17-18.
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2. Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian di lakukan di PT. Global kota Palembang.

2. Lokasi Penelitian di lakukan di Dealer Armel Celluler kota palembang.

3. Lokasi penelitian di lakukan di Dealer Arda Cell.

3. Teknik Pengumpulan Data

(1) Data Sekunder

Penelitian Hukum normatif yang mempergunakan data sekunder sebagai 

sumbernya tata cara pengambilan sampling tidak perlu dilakukan, karena 

pada umumnya data sekunder dalam bidang hukum, masing-masing
• 7mempunyai kualitas tersendiri yang tidak mungkin diganti.

Data studi melalui bahan hukum yang terdiri:

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang

digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Perundang-undangan

Konsumen yang berlaku pada saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder

yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah Majalah, Tulisan

Ilmiah, Buku-buku Hukum.

7 Soedjono Dirdjosisworo, Metode Penelitian Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hal. 15-18.
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Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah hukum yang memberi petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum 

tertier yang digunakan antara lain ; Kamus Besar Bahasa Indonesia

dan Kamus Hukum.

(2) Data Primer

Adalah data yang diperoleh dengan metode wawancara terstruktur dengan
Q

cara membuat daftar pertanyaan sebagai pedoman.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Dalam

penelitian ini penentuan sampel dilakukan dengan cara purposive

sampling yang terdiri dari:

1. pimpinan PT. Global

2. pimpinan Armel Celluler

3. Pimpinan Arda Cell

4. Cara pengumpulan Data

a. Studi dokumen adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui sumber 

dari data tertulis di dalam dokumen yang didapat untuk selanjutnya 

dilakukan pengembangan terhadap isi dokumen.

8Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 
hal. 214. 2005,
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b. Wawancara

Untuk melengkapi data sekunder (dokumen) dilakukan wawancara 

terstruktur menggunakan daftar pertanyaan dan tidak menutup

kemungkinan untuk melakukan wawancara yang bersifat terbuka tanpa

didasarkan pada daftar pertanyaan kepada informan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum akan dianalisis secara

deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang awalnya

panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan

sistematis, selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab

permasalahan dalam skripsi ini.
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